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ABSTRAK

Hak asasi manusia adalah hak fundamental yang dimiliki setiap individu
tanpa memandang agama, bangsa, jenis kelamin, warna kulit, atau bentuk fisik.
Namun, penyandang disabilitas sering mengalami diskriminasi karena perbedaan
fisik dan mental mereka, baik di tingkat nasional maupun internasional, sehingga
kebutuhan dasar mereka harus dipenuhi dan dilindungi. Indonesia, dengan jumlah
penyandang disabilitas yang tinggi, telah mengeluarkan kebijakan seperti UU No.
4 tahun 1997, UU No. 8 tahun 2011 tentang ratifikasi CRPD, dan UU No. 8 tahun
2016. Meski demikian, pelaksanaan kebijakan ini masih menghadapi tantangan
seperti keterbatasan aksesibilitas, stigma negatif, dan kurangnya data yang akurat.
Malaysia, dengan sekitar 4,86 juta penduduk penyandang disabilitas, hanya
memiliki 486.878 yang terdaftar pada 2016. Pemerintah Malaysia mendukung
penyandang disabilitas melalui Undang-Undang Penyandang Disabilitas 2008 yang
mengakui hak mereka dan mengadopsi model sosial disabilitas. Namun, masih ada
kesenjangan antara kebijakan dan realitas yang dihadapi penyandang disabilitas.

Skripsi ini menggunakan penelitian library research dengan pendekatan
yuridis-normatif, mengumpulkan data dari bahan hukum primer, sekunder, dan
tersier, serta menganalisisnya secara deskriptif-analitis. Kerangka teori yang
digunakan meliputi hak asasi manusia, teori disabilitas, dan teori kebijakan publik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Indonesia dan Malaysia telah
membuat berbagai upaya untuk pemenuhan hak penyandang disabilitas melalui
penerbitan kebijakan-kebijakan yang relevan. kebijakan di kedua negara tidak
hanya mencerminkan komitmen etis dan religius terhadap penyandang disabilitas,
tetapi juga upaya praktis untuk mewujudkan inklusivitas sosial yang lebih luas
berdasarkan nilai-nilai keadilan dan kesetaraan. Di Indonesia, pengakuan hak
penyandang disabilitas diwujudkan melalui UU No. 8 Tahun 2016 tentang Hak-
Hak Penyandang Disabilitas. Sementara Malaysia, melalui Persons with
Disabilities Act 2008, mengakui dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas.
Kedua negara telah berupaya mengintegrasikan penyandang disabilitas ke dalam
semua aspek kehidupan sosial, termasuk pendidikan, kesehatan, politik, dan
ekonomi. Meskipun telah terdapat kemajuan, masih ada tantangan dalam
implementasi kebijakan tersebut, seperti keterbatasan aksesibilitas, stigma sosial,
dan kebutuhan untuk peningkatan data yang akurat. Penelitian ini menggarisbawabhi
pentingnya komitmen pemerintah untuk memastikan kebijakan terkait penyandang
disabilitas diimplementasikan dengan efektif. Hal ini mencakup peningkatan
aksesibilitas, penghapusan stigma, dan penguatan sistem pendataan. Langkah-
langkah ini diharapkan dapat memperkuat perlindungan hak penyandang disabilitas
dan mendorong partisipasi aktif mereka dalam masyarakat

Kata kunci: Kebijakan, Disabilitas, Indonesia, Malaysia.



ABSTRACT

Human rights are fundamental rights that every individual has regardless of
religion, nation, gender, color or physical form. However, people with disabilities
often experience discrimination due to their physical and mental differences, both
at the national and international levels, so their basic needs must be met and
protected. Indonesia, with a high number of people with disabilities, has issued
policies such as Law No. 4 of 1997, Law No. 8 of 2011 on the ratification of the
CRPD, and Law No. 8 of 2016. However, the implementation of these policies still
faces challenges such as limited accessibility, negative stigma, and lack of accurate
data. Malaysia, with approximately 4.86 million people with disabilities, only had
486,878 registered in 2016. The Malaysian government supports people with
disabilities through the Persons with Disabilities Act 2008 which recognizes their
rights and adopts a social model of disability. However, there is still a gap between
the policy and the reality faced by persons with disabilities.

This thesis uses library research with a juridical-normative approach,
collecting data from primary, secondary, and tertiary legal materials, and analyzing
it descriptively-analytically. The theoretical framework used includes human rights,
disability theory, and public policy theory.

The results show that Indonesia and Malaysia have made various efforts to
fulfill the rights of persons with disabilities through the issuance of relevant
policies. The policies in both countries reflect not only ethical and religious
commitments towards persons with disabilities, but also practical efforts to realize
broader social inclusiveness based on the values of justice and equality. In
Indonesia, recognition of the rights of persons with disabilities is realized through
Law No. 8/2016 on the Rights of Persons with Disabilities. Malaysia, through the
Persons with Disabilities Act 2008, recognizes and protects the rights of persons
with disabilities. Both countries have made efforts to integrate people with
disabilities into all aspects of social life, including education, health, politics and
the economy. While progress has been made, there are still challenges in
implementing the policy, such as accessibility limitations, social stigma, and the
need for improved accurate data. This research underscores the importance of the
government's commitment to ensuring policies related to people with disabilities
are effectively implemented. This includes improving accessibility, removing
stigma, and strengthening data collection systems. These measures are expected to
strengthen the protection of the rights of persons with disabilities and encourage
their active participation in society.

Keyword: Policy, disability, Indonesia, Malaysia.
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MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”

(Qs. Al-Insyirah:6)

“Rasa takut tak bisa kau kalahkan tapi bisa kau lewati,

kau bisa tau siapa dirimu”

“Ketika kamu ikhlas menerima semua kekecewaan hidup,

maka Allah akan membayar tuntas kekecewaan dengan beribu-ribu kebaikan”

(Ali bin Abi Thalib)
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PEDOMAN TRANSLATE ARAB-LATIN

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam tulisan
bahasa yang lain. Penyusunan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini
berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri
Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158 Tahun 1997 dan
Nomor: 0534b/U/1987. Surat Keputusan tersebut secara garis besar menguraikan

sebagai berikut:

A. Konsonan Tunggal

Huruf
Nama Huruf Latin Nama
Arab
tidak
| Alif tidak dilambangkan
dilambangkan
< Ba’ B Be
< Ta’ T Te
& Sa’ S es (dengan titik di atas)
z Jim J Je
ha (dengan titik di
z Ha’ H
bawah)
z Kha’ Kh ka dan ha
3 Dal D De
3 Zal Z ze (dengan titik di atas)
B Ra’ R Er
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J Zai z Zet

o Sin S Es

B Syin Sy es dan ye
o= Sad S es (dengan titik di bawah)

de (dengan titik di
o= Dad D
bawah)
3 Ta’ T te (dengan titik di bawah)
zet (dengan titik di
L Za’ Z
bawah)

& ‘Ain y koma terbalik di atas
¢ Gain G Ge

- Fa’ F Ef

S Qaf Q Qi

S Kaf K Ka

J Lam L ‘el

a Mim M ‘em

8] Nun N ‘en

5] Waw W W

o Ha’ H Ha

3 Hamzah ¢ Apostrof

s Ya’ Y Ye

B. Konsonan Rangkap karena Syaddah



C.

ditulis muta’addidah
sie ditulis ‘iddah
Ta’ Marbutah di Akhir Kata
1. Bila dimatikan ditulis h
ks ditulis hikmah
e ditulis “illah

(Ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa Indonesia seperti shalat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya).

2. Biladiikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, maka

ditulis dengan h

BEPNVERES

ditulis

Karamah al-Auliya’

3. Bilata’ marbtatah hidup atau dengan harakat fathah kasrah dan dammah,

maka ditulis t atau h

kil 385 ditulis Zakah al-Fitri
D. Vokal Pendek
1. | - Fathah ditulis a
2 E— Kasrah ditulis i
3. | - Dammah ditulis u

E. Vokal Panjang



F.

Fathah + alif a
ditulis
Ol Istihsan
Fathah + ya’ mati a
‘ ditulis
] Unsa
Kasrah + ya’ mati 1
ditulis
& sl al- ‘Alwanit
Dammah + wawu mati a
ditulis
asle ‘Uliim
Vokal Rangkap
Fathah + ya’ mati ai
ditulis
PR e Gairihim
Fathah + wawu mati au
ditulis
JsA Qau

Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan

Apostrof
aill ditulis a’antum
e ditulis w’iddat
A S oY ditulis la’in syakartum
Kata Sandang Alif+Lam
Bila diikuti huruf Qamariyyah
Ol Al ditulis al-Qur’an

Xi




bl ditulis al-Qiyas

Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf | (el)nya

) ditulis ar-Risalah

¢l ditulis an-Nisa’

Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya

@IV Jal ditulis Ahl ar-Ra 'yi

sLuall Jal ditulis Ahl as-Sunnah

Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam
Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat dan
sebagainya.

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh
penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Figh Mawaris, Figh Jinayah dan
sebagainya.
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BAB 1

PENDAHULUAN
A. Latar Belakang

Hak asasi manusia merupakan hak-hak pokok yang dimiliki oleh setiap individu
hanya karena keberadaannya sebagai manusia. Hak-hak ini bukanlah pemberian
dari masyarakat atau didasarkan pada hukum positif, melainkan bersumber dari
martabatnya sebagai manusia.! Hak ini dimiliki oleh setiap individu tanpa
memandang agama, bangsa, jenis kelamin, warna kulit, atau pun bentuk fisik.
Namun, di dalam kenyataan, seringkali terdapat pengecualian terhadap para
penyandang disabilitas karena perbedaan fisik dan mental yang mereka miliki.
Penyandang disabilitas kerap mengalami diskriminasi dalam kehidupan
bermasyarakat, baik di tingkat nasional maupun internasional. Disamping itu,
kebutuhan dasar hak-hak asasi penyandang disabilitas harus dipenuhi dan
dilindungi. Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi dan melindungi hak-
hak warga negaranya, termasuk hak-hak penyandang disabilitas. Sebagai bagian
integral dari suatu negara, penyandang disabilitas memiliki hak untuk memperoleh
kedudukan, hak asasi, kewajiban, peluang, dan peran yang setara dalam semua
aspek kehidupan dan penghidupan, sebagaimana halnya warga negara pada

umumnya.

! Jack Donnely, “Universal Human Rights in Theory and Practice”, (London, Cornell
University Press, 2003), him.7.



Pada tingkat internasional, hak asasi dan isu-isu yang terkait dengan
pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas menjadi isu yang sangat penting. Hal
ini mencerminkan perubahan paradigma internasional dalam pemahaman hak-hak
penyandang disabilitas yang lebih universal dan komprehensif, melibatkan berbagai
sektor (berbasis hak). Pada tahun 2006, Konvensi tentang Hak-hak Penyandang
Disabilitas (CRPD) dibuat. Convention on the Rights of Persons with Disabilities
(CRPD) diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada sidang umum pada 13
Desember 2006, dan mendapatkan status legal penuh pada bulan Mei 2008. (DSPD,
2016).2

Konvensi PBB tentang Hak-Hak Penyandang Disabilitas (‘'CRPD") telah
menciptakan paradigma baru untuk lebih dari satu miliar orang di seluruh dunia
dengan mengakui hak asasi manusia yang menyeluruh bagi penyandang disabilitas.
Dengan hampir ditandatangani dan diratifikasi secara universal, CRPD
menetapkan, sebagai salah satu ketentuan intinya, bahwa setiap negara pihak
"mengakui bahwa penyandang disabilitas memiliki kapasitas hukum atas dasar
kesetaraan dengan orang lain dalam semua aspek kehidupan.” Konvensi ini
mengatasi isu hak asasi penyandang disabilitas secara menyeluruh, di mana mereka
memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang
setara dengan mereka yang tidak memiliki disabilitas. Manifestasinya dapat

ditemukan dalam 30 pasal yang menetapkan hak-hak yang harus dijamin oleh suatu

2 Nurinayah, “Perbandingan Kebijakan Indonesia dan Australia terkait Pemenuhan Hak
Penyandang Disabilitas”, Prosiding Konferensi Nasional Ke- 7 Asosiasi Program Pascasarjana
Perguruan Tinggi Muhammadiyah Aisyiyah (APPPTMA), him. 115.



negara kepada warga negaranya yang berstatus sebagai penyandang disabilitas.
CRPD telah ditandatangani oleh 160 negara dan mendapatkan persetujuan
(ratifikasi) dari 175 negara.

Dua diantara negara Asia Tenggara yang telah menandatangani serta
meratifikasi konvensi tersebut yaitu Indonesia dan Malaysia. Indonesia
menandatangani pada tangal 3 Maret tahun 2007 dan meratifikasinya pada 10
November tahun 2011, sedangkan Malaysia pada tanggal 7 April 2008 dan telah
meratifikasi perjanjian tersebut pada tanggal 19 Juli 2010.*

Menurut World Health Organization (WHO), diperkirakan terdapat sekitar
1,3 miliar individu yang mengalami disabilitas di seluruh dunia. Angka ini
mencakup 16% dari populasi global, atau setara dengan satu dari enam orang.
Prevalensi disabilitas cenderung lebih tinggi di negara berkembang, di mana sekitar
80% dari penyandang disabilitas tinggal.> Para penyandang disabilitas juga menjadi
salah satu orang yang paling terpinggirkan di Asia Tenggara berdasarkan Sida

(Disability Rights in Southeast Asia).®

3 Benjamin A. Barsky and Michael Ashley Stein, “The United Nations convention on the
rights of persons with disabilities, neuroscience, and criminal legal capacity”, Journal of Law and
the Bioscience, him. 2.

4 lkmal Hisham Md. Tah, Khairil Azmin Mokhtar, “Ratifikasi Malaysia Terhadap Konvensi
Pbb Tentang Hak-Hak Manusia Penyandang Disabilitas (UN CRPD)”, Jurnal Internasional Bisnis,
Ekonomi dan Hukum, Vol. 11, Edisi 4, (2017), him. 85.

> World Health Organization (WHO), “disability”, 7 Maret 2023, diakses di Disability
(who.int) pada tgl 2 Desember 2023

6 Sida, Disability Rights in Southeast Asia, diakses di Sandre consectetue volenissed tem
dolore corpero faccum nos alit, cortie dolore modip et ex etuerostode (sida.se) pada tgl 1 Desember
2023.




Indonesia menjadi salah satu negara berkembang yang memiliki warga
negera penyandang disabilitas yang cukup tinggi. Pemerintah Indonesia telah aktif
berperan dan berusaha memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dengan
menerbitkan kebijakan-kebijakan yang relevan. Ini termasuk tiga kebijakan spesifik
yang diestimasi melalui UU No 4 tahun 1997 "penyandang cacat”, UU No 8 tahun
2011 "ratifikasi CRPD", dan UU No 8 tahun 2016 "hak-hak disabilitas". Secara
keseluruhan, terdapat 114 kebijakan terkait (UU, PP, Perda, dan Perpres) yang
berkaitan dengan peraturan pemenuhan hak disabilitas. Kebijakan-kebijakan ini
mencakup berbagai jenis perundang-undangan, dengan UU dan PP menjadi yang
paling dominan, masing-masing sebanyak 45 peraturan. Selanjutnya, terdapat 22
peraturan Perda dan 2 peraturan Perpres.’

Meskipun demikian, dalam praktiknya, pelaksanaan kebijakan terkait
penyandang disabilitas di Indonesia masih dihadapkan pada sejumlah kendala,
seperti keterbatasan aksesibilitas ke fasilitas umum bagi penyandang disabilitas,
stigma negatif yang masih ada, dan kurangnya pendataan yang akurat. Pusat Data
dan Teknologi Informasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia
memperkirakan bahwa jumlah penyandang disabilitas di Indonesia mencapai
sekitar 2.454.359 jiwa, sementara Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Indonesia menyebutkan bahwa jumlah penyandang

disabilitas di Indonesia mencapai 22,97 juta jiwa atau sekitar 8,5% dari total

" Nurinayabh, ibid, him. 116.



penduduk Indonesia.® Selanjutnya, tingkat pendidikan yang dicapai oleh
penyandang disabilitas cenderung lebih rendah dibandingkan dengan mereka yang
tidak memiliki disabilitas. Sementara 87,31% dari masyarakat non-disabilitas telah
menyelesaikan pendidikan setingkat SD ke atas, hanya 54,26% dari penyandang
disabilitas yang memiliki pencapaian serupa, dan sebanyak 45,74% sisanya tidak
lulus atau bahkan tidak pernah mendapatkan pendidikan dasar. Kondisi ini menjadi
salah satu faktor penyebab rendahnya tingkat absorpsi tenaga kerja dari kalangan
penyandang disabilitas.

Dalam hal aksesibilitas pemilu, masih terdapat sejumlah kendala teknis
(missing links) di lapangan, seperti kurangnya fasilitas TPU yang mendukung
disabilitas dan kurangnya petunjuk teknis mengenai prosedur pemilihan suara
dalam pemilu, yang pada akhirnya membuat suara mereka dianggap tidak sah
karena kurangnya sosialisasi sebelumnya. Aksesibilitas transportasi dan
infrastruktur bagi penyandang disabilitas di Indonesia masih dihadapkan pada
berbagai kendala. Fasilitas umum seperti trotoar dan transportasi publik belum
sepenuhnya bersahabat bagi penyandang disabilitas, sehingga mereka mengalami
kesulitan dalam memanfaatkan hak aksesibilitas mereka. Pemerintah Indonesia
terus berusaha untuk meningkatkan aksesibilitas pada fasilitas umum dan
infrastruktur bagi penyandang disabilitas, melibatkan sosialisasi mengenai

pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas dan memastikan bahwa fasilitas umum

8 Sekar Gandhawangi, “Belum Semua Penyandang Disabilitas Terdata”, 3 Februari
2023 diakses di Belum Semua Penyandang Disabilitas Terdata - Kompas.id pada tgl 2 Desember
2023.




yang disediakan dapat diakses oleh semua orang dengan tingkat kenyamanan dan
keamanan yang setara. °

Begitupun dengan Malaysia, dengan populasi Malaysia yang diperkirakan
mencapai 32,4 juta jiwa pada tahun 2016, diperkirakan bahwa terdapat sekitar 4,86
juta penduduk Malaysia yang menyandang disabilitas. Namun, hanya 486.878
orang disabilitas yang terdaftar di Departemen Kesejahteraan Sosial pada tahun
tersebut. Angka ini hanya mencakup 1,5% dari total populasi Malaysia atau sekitar
10 persen dari perkiraan Organisasi Kesehatan Dunia dan Bank Dunia.l® Karena
pendaftaran tidak diwajibkan, jumlah pasti penyandang disabilitas di negara ini
tidak dapat diketahui secara pasti. Pemerintah memberikan dukungan untuk para
penyandang disabilitas dengan membuat Undang-Undang Penyandang Disabilitas
2008 yang didalamnya mengakui hak-hak penyandang disabilitas dan mengadopsi
model sosial disabilitas, Undang-undang ini bertujuan untuk menyediakan
pendaftaran, perlindungan, rehabilitasi, pengembangan, dan kesejahteraan bagi
penyandang disabilitas melalui pembentukan Dewan Nasional Penyandang
Disabilitas. Dalam UU tersebut, hak-hak penyandang disabilitas diakui, dan mereka

tidak lagi dianggap sebagai objek kesejahteraan sosial.*

° Nurinayah, ibid, him. 117.

10 Ministry Of Human Resources Malaysia, Statistik Pekerjaan Dan Perburuhan
(Employment and Labour Statistics) (Putrajaya; Ministry of Human Resources Malaysia, 2019),
him. 3.

1 Fan Hong, Lu Zhouxiang, “The Routledge Handbook of Sport in Asia”, (NEW YORK:
Routledge, 2021), him. 31.



Akan tetapi, masih terdapat kesenjangan antara kebijakan pemerintah dan
kenyataan yang dialami oleh penyandang disabilitas di Malaysia. Menurut Komisi
Hak Asasi Manusia Malaysia, para penyandang disabilitas di Malaysia sering
terpinggirkan dan menghadapi ketidaksetaraan dalam pekerjaan, pendidikan, dan
kesehatan. Sebagian besar dari mereka mengalami pengucilan sosial dan hidup
dalam kondisi kemiskinan. Tingkat ketenagakerjaan penyandang disabilitas di
negara ini rendah, dan peluang kerja yang tersedia tidak memadai. Meskipun
pemerintah telah mengimplementasikan berbagai upaya, termasuk menetapkan
kuota satu persen untuk penyandang disabilitas di sektor publik dan memberikan
insentif pajak kepada pemberi kerja, angka tersebut masih jauh dari memadai. Pada
tahun 2018, hanya ada 3.691 penyandang disabilitas yang bekerja di sektor publik,
yang hanya mencakup 0,03 % dari total pegawai pemerintah. Hanya 20,5 % dari
total penyandang disabilitas yang melamar pekerjaan yang berhasil diterima
bekerja. Beberapa faktor yang menyebabkan rendahnya penyerapan tenaga kerja ini
termasuk kurangnya aksesibilitas transportasi dan bangunan, serta kekurangan
sumber daya untuk menyediakan fasilitas yang diperlukan oleh pegawai dengan
disabilitas di beberapa organisasi.'?

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti tertarik
untuk memahami perbandingan antara kebijakan Indonesia dan Malaysia terkait

penyandang disabilitas termasuk perbedaannya dengan mengambil judul penelitian

12 1bid, him. 32



“KEBIJAKAN PEMENUHAN HAK PENYANDANG DISABILITAS
(STUDI KOMPARATIF NEGARA INDONESIA DAN MALAYSIA)”.

Penelitian ini membahas kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas
di Indonesia dan Malaysia sebagai studi komparatif, namun menghadapi beberapa
batasan. Analisis hanya mencakup Kkebijakan yang diterbitkan dan
diimplementasikan pemerintah kedua negara di bidang pendidikan, kesehatan,
ekonomi, politik, dan keagamaan. Penelitian ini tidak menganalisis efektivitas
kebijakan dalam meningkatkan kualitas hidup penyandang disabilitas, melainkan
berfokus pada perbandingan kebijakan yang ada. Penelitian ini diharapkan
memberikan gambaran awal dan pemahaman mengenai upaya kedua negara dalam
memenuhi hak-hak penyandang disabilitas, serta menjadi dasar untuk penelitian
lebih lanjut yang mengeksplorasi efektivitas kebijakan tersebut.

B. Rumusan Masalah

Maka dengan berdasarkan pemaparan latar belakang masalah diatas, peneliti
merumuskan masalah sebagai berikut:
1.  Bagaimana kebijakan terkait pemenuhan hak penyandang disabilitas di
negara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif fikih disabilitas?
2. Bagaimana Perbandingan kebijakan terkait pemenuhan hak

penyandang disabilitas di negara Indonesia dan Malaysia?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan
Dengan sejalannya rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah

sebagai berikut:



Untuk memberikan penjelasan dengan mendeskripsikan dan
menganalisis mengenai bagaimana kebijakan terkait pemenuhan
hak penyandang disabilitas di negara Indonesia dan Malaysia
dalam perspektif fikih disabilitas

Untuk memberikan penjelasan dengan mendeskripsikan dan
menganalisis mengenai bagaimana perbandingan terkait
kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas di negara

Indonesia dan Malaysia

2.  Kegunaan

Adapun kegunaan dari penelitian ini diharap mampu memberikan beberapa

manfaat, diantaranya:

a.

Dalam konteks akademis, penelitian ini melakukan analisis
mendalam tentang studi kebijakan publik terhadap kebijakan
yang dibuat oleh suatu negara terhadap penduduknya. Pendekatan
ini mencakup penerapan nilai dan hak penyandang disabilitas
yang terwujud dalam CRPD (Convention on the Right of Person
with Disability) oleh Indonesia dan Malaysia ke dalam kebijakan

masing-masing negara.

Dari segi praktis, penelitian ini menyajikan informasi mengenai
dinamika kebijakan publik Indonesia dan Malaysia terkait
pemenuhan hak penyandang disabilitas. Fokus penelitian akan
mengeksplorasi perbandingan antara kebijakan pemenuhan hak

penyandang disabilitas di kedua negara, Indonesia dan Malaysia.
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Hal ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan dalam
orientasi kebijakan serta memetakan pembelajaran terbaik untuk
pemenuhan hak penyandang disabilitas. Diharapkan hasil
penelitian ini dapat menjadi dasar evaluasi bagi pemerintah
Indonesia untuk merumuskan dan mengimplementasikan
kebijakan pemenuhan hak penyandang disabilitas secara lebih

efektif dan komprehensif.

D. Telaah Pustaka

Untuk menghindari kesamaan dan untuk membuktikan keaslian dalam penelitian,
maka perlu dilakukan kajian pustaka. Oleh karena itu peneliti mencoba
menguraikan beberapa penelitian yang serupa untuk menghindari kesamaan juga
untuk mengemukakan beberapa perbedaan dalam penelitian lainnya. Adapun
beberapa penelitian yang sejenis dengan penelitian ini antara lain:

Pertama, penelitian karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Karinina
Farrisqi dan Farid Pribadi dengan judul “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas
Untuk Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak.” Penelitian ini
membahas tentang permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh penyandang
disabilitas dalam memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak, serta faktor-
faktor yang mempengaruhinya, seperti regulasi, diskriminasi, kompetensi,
pendidikan, dan keterampilan dan membahas bagaimana peran dan tanggung jawab

pemerintah, perusahaan, dan masyarakat dalam memberikan perlindungan dan
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pemenuhan hak-hak penyandang disabilitas.™® Perbedaan dengan penelitian yang di
bahas penulis lebih kepada objek kajian dan permasalahan yang diangkat.

Kedua, penelitian karya ilmiah berupa jurnal yang ditulis oleh Halmi
Zainol, Haryati Mohd Isa, Siti Rashidah Md Sakip, dan Ainaa Azmi dengan judul
“Social Sustainable Accessibility for Disabled Person through Sustainable
Development Goals in Malaysia”. Penelitian ini membahas tentang pentingnya
aksesibilitas bagi orang-orang dengan disabilitas (PWD) di stasiun transportasi
umum di Malaysia. memiliki tujuan untuk mengidentifikasi tingkat aksesibilitas
sosial berkelanjutan bagi PWD di stasiun transportasi umum di Malaysia dan
menilai sejauh mana stasiun-stasiun tersebut memenuhi standar kode praktik
aksesibilitas yang ditetapkan oleh pemerintanh Malaysia juga merekomendasikan
agar pemerintah Malaysia meningkatkan kualitas dan kuantitas fasilitas dan layanan
untuk PWD di stasiun transportasi umum, serta melibatkan PWD dalam proses
perencanaan dan pengawasan.}* Perbedaanya dengan Penelitian penulis adalah
penelitian ini lebih fokus kepada pembahasan terkait bagaimana kebijakan terkait
pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di Malaysia.

Ketiga, penelitian karya ilmiah berupa skripsi yang ditulis oleh Ahmad
Najib yang berjudul “Partisipasi Difabel Mental Menjadi Pemilih Dalam Pemilu:
Analisis Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas

Mental Dan Hukum Islam” adalah sebuah kajian hukum yang membandingkan

13 Karinina Farrisgi dan Farid Pribadi, “Perlindungan Hak Penyandang Disabilitas Untuk
Memperoleh Pekerjaan Dan Penghidupan Yang Layak.” Jurnal Pekerjaan Sosial, Vol 4, No.2,
(Desember 2021).

14 Halmi Zainol, dkk, “Social Sustainable Accessibility for Disabled Person through
Sustainable Development Goals in Malaysia”, Asian Journal of Quality of Life (AjQoL), 4(16)
(May/Aug 2019).
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antara UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam terkait hak politik difabel mental
sebagai pemilih dalam pemilu di Indonesia. Penelitian memiliki tujuan untuk
menjelaskan perbedaan pandangan antara UU No. 8 Tahun 2016 dan hukum Islam,
serta menunjukkan pentingnya penegakkan HAM difabel mental sebagai pemilih
dalam pemilu. Perbedaanya dengan Penelitian penulis adalah penelitian ini lebih
fokus kepada pembahasan terkait implementasi kebijakan terkait pemenuhan

kebutuhan penyandang disabilitas di Indonesia.

E. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan salah satu hal yang paling dibutuhkan dalam suatu
penelitian untuk digunakan sebagai pisau analisis pada objek penelitian. Begitu pun
dengan penelitian ini membutuhkan kerangka teori untuk dijadikan sebagai
landasan berpikir penulis dalam meneliti. Adapun beberapa kerangka teori yang
digunakan oleh penulis diantaranya sebagai berikut:
1.  Teori Hak Asasi Manusia
Hak asasi Manusia merupakan hak dasar yang dimiliki oleh setiap individu.
Hak ini dimiliki bukan karena diberikan oleh masyarakat atau atas dasar
hukum positif, tetapi berdasarkan kedudukannya sebagai manusia. Sehingga
mempunyai arti biarpun setiap orang terlahir dengan memiliki jeni kelamin,
warna kulit, bahasa, budaya serta kewarganegaraan yang berbeda, mereka
tetap mempunyai hak-hak tersebut. Hak-hak itu tidak dapat dicabut sampai
kapanpun dan oleh siapapun. Di dalam perspektif ilmu hukum dikenal konsep

Equality Before The Law yang mempunyai arti bahwasannya setiap orang
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memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum dan harus menghindari
adanya deskriminasi.

Hak asasi manusia menjadi topik utama setelah Perang Dunia I,
khususnya saat pembentukan Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1945.
Istilah "hak asasi manusia” diperkenalkan untuk menggantikan istilah Natural
Rights, karena konsep hukum alam yang terkait dengan hak-hak alam
menjadi kontroversial. Hak asasi manusia, yang awalnya dipahami sebagai
hak alam, dianggap sebagai kebutuhan yang bersifat universal dalam realitas
sosial. Seiring perkembangannya, konsep ini mengalami perubahan mendasar
sesuai dengan keyakinan dan praktik sosial dalam masyarakat luas.™

Artidjo Alkostar menyatakan dalam bukunya bahwa hak asasi
manusia merupakan kebutuhan dasar bagi umat manusia dan merupakan hak
natural yang diberikan langsung oleh Tuhan. Hak ini harus dianggap sebagai
sifat alamiah manusia untuk memperoleh kehidupan dan martabat. Hak asasi
manusia tidak dapat diberikan oleh peraturan, rezim, undang-undang, atau
siapa pun. Oleh karena itu, tidak ada pihak yang berhak mengambilnya, dan
perjuangan untuk menegakkan hak asasi dianggap sebagai tugas suci dan
anugerah bagi umat manusia.*®

Secara evolusioner, hak asasi manusia mulai mengakui persoalan

disabilitas sebagai bagian integral dari isu hak asasi manusia. Menjamin hak-

15 Muladi, “Hak Asasi Manusia :Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif
Hukum dan Masyarakat”, (Bandung: PT Refika Aditama, 2005), him. 3.

16 Artidjo Alkostar, “Pengadilan HAM, Indonesia, dan Peradaban”, (Yogyakarta:
PUSHAM UIl, 2004), him. 1.
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hak seluruh warga negara khususnya penyandang disabilitas dalam konteks
hak asasi manusia adalah bagian dari usaha menciptakan lingkungan
kemanusiaan yang adil dan berharga. Tetapi saat ini, masih banyak kebijakan
pemerintah yang belum sepenuhnya mencakup seluruh lapisan masyarakat
secara menyeluruh. setiap individu penyandang disabilitas seharusnya
memiliki jaminan kesetaraan, hak yang sama, dan partisipasi penuh yang juga
perlu dilindungi.*’

2. Teori Disabilitas

Menurut Konvensi Hak Penyandang Disabilitas Perserikatan Bangsa-Bangsa
(CRPD), disabilitas merupakan konsep yang berkembang dan merupakan
hasil dari interaksi antara individu penyandang disabilitas dengan hambatan
lingkungan yang menghalangi partisipasi penuh dan efektif mereka dalam
masyarakat, dengan dasar kesetaraan dengan individu lain. Konvensi tersebut
juga mengakui keunikan penyandang disabilitas dalam keragaman
masyarakat. Berdasarkan International Classification of Functioning (ICF),
seseorang dianggap mengalami disabilitas jika terdapat disfungsi tubuh,
pembatasan aktivitas, dan hambatan partisipasi, di mana faktor personal dan
faktor lingkungan berkontribusi menentukan apakah seseorang memiliki

kondisi dengan atau tanpa disabilitas.'® Seseorang yang mengalami disabilitas

7 Fajar, “Pemenuhan Hak-Hak Kaum Difabel Dalam Kerangka Hak Azasi Manusia”, Al-
Bayyinah: Jurnal of Islamic Law/ Jurnal Hukum Islam, Vol. 3 No. 2, (2018), him. 122-123.

18 Jim Mimi Institute, “Disability Sensitivity for Better Services”, (Jakarta: Mimi Institute,
2012), him.5



15

dapat disebut dengan penyandang cacat atau penyandang disabilitas.
Penyandang cacat atau penyandang disabilitas memiliki berbagai istilah lain,
namun di antara banyaknya istilah tersebut, konsep difabel dianggap sebagai
istilah yang paling tepat. Difabel merupakan singkatan dari istilah bahasa
Inggris "different ability people” atau "differently able people,” merujuk pada
orang-orang yang memiliki kemampuan yang berbeda dengan manusia pada
umumnya. Istilah lain yang dapat digunakan adalah "differently able,” yang
secara harfiah mengindikasikan sesuatu yang berbeda atau memiliki

kekurangan.®®

Saat ini, Pemerintah Indonesia menggunakan istilah "Penyandang
Disabilitas" untuk merujuk kepada kelompok ini, sesuai dengan ketentuan
yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang
Pengesahan Convention on the Rights of Person with Disabilities dan
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
Sedangkan pemerintah Malaysia menggunakan istilah Orang Kurang Upaya
(OKU). Istilah "OKU" digunakan dalam perundang-undangan dan kebijakan
Malaysia sebagai pengganti istilah lama seperti orang cacat atau orang
istimewa. Istilah "OKU" mencakup berbagai jenis disabilitas, termasuk fisik,

mental, sensorik, intelektual, dan ganda.

3. Disabilitas Perspektif Islam

19 M.Syafi’ie, dkk., “Potret Difabel Berhadapan dengan Hukum Negara”, (Yogyakarta:
SIGAB, 2014), him. 41.
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Dalam konteks Islam, penyandang disabilitas sering disebut dengan istilah
dzawil ahét, dzawil ihtiyaj al-khashah, atau dzawil a’dzdr, yang mengacu
pada individu yang memiliki keterbatasan, kebutuhan khusus, atau hambatan.
Penjelasan tentang disabilitas dalam perspektif Islam dapat ditemukan dalam
ayat Al-Qur'an Surat Abasa (80:1-10), yang menggambarkan situasi ketika
Nabi Muhammad bertemu dengan seorang buta. Ayat tersebut
menggambarkan bahwa Nabi Muhammad merasa tidak nyaman dan
berpaling dari orang buta yang mendatanginya. Allah kemudian memberikan
ajaran bahwa perlakuan terhadap individu yang membutuhkan harus
dilakukan tanpa kecenderungan terhadap status sosial atau kekayaan mereka.
Penyebutan orang buta dalam ayat tersebut memberikan informasi tentang
kondisinya yang perlu dipahami Kketika ia mengganggu percakapan
Rasulullah. Ketika Nabi sedang sibuk dengan pertemuannya dengan banyak
orang, mungkin kebutaan individu itu menjadi penyebab kemarahan dan
berpalingnya Rasulullah darinya.

Ayat ini seolah-olah mengingatkan bahwa karena kondisinya yang
buta, Muhammad seharusnya menunjukkan lebih banyak belas kasihan dan
kelembutan dalam perlakuannya terhadap orang tersebut.?® Dalam Islam,
individu yang mengalami keterbatasan diberikan perhatian istimewa,

menegaskan bahwa mereka memiliki nilai yang sama dengan individu yang

20 Jalaluddin as-Suyuthi, Sebab Turunnya Ayat Al-Qur’an, Gema Insani, Jakarta, 2008,
him. 751.
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tidak mengalami keterbatasan secara fisik. Hal ini dapat dijumpai dalam
petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis.
Allah berfirman:
ot Al 8 lLaY) Gl A
“Sesungguhnya kami Telah menciptakan manusia dalam bentuk yang
sebaik-baiknya.” (Q.S. At-Tin: 4). 2
Dalam Surah Al-Hujurat ayat 13:
FRE ) e e &T 51 A 5 sl Rl 35 S0 G AKUEA ) G g
S ple &0 8
“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa — bangsa
dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang
yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling tagwa
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Mengenal”
(Al-Hujurat: 13).2
Kemudian, berdasarkan hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW

bersabda:

2L Departemen Agama RI, Al-Qur’an Al-Karim dan Terjemahannya, Solo: Qomary, 2006

22 1bid
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5i0h o Ge eVl e B3 G Hia RS LLasll (30 1S B0 e A
aligadle 20 e &0 0505 06 08 ) i 0S5 48055 25 ) 2k Y i &)
23(alosa ol 5 5) 2llaz 5 2%, 58
“Telah menceritakan kepada kami ‘Amru an-Nagid telah
menceritakan kepada kami Katsir bin Hisyam telah menceritakan kepada
kami Ja far bin Burgon dari Yazid bin al- ‘Ashom dari Abu Hurairah berkata:
Rasulullah Saw. bersabda: “sesungguhnya Allah tidak memandang bentuk
tubuhmu dan hartamu, tetapi Dia memandang pada hati dan perbuatanmu.”
(H.R. Muslim).

Ayat Al-Qur'an serta hadis diatas menegaskan bahwa manusia,
sebagai ciptaan Allah, diciptakan dalam keadaan sempurna, dan di hadapan
Allah, tidak ada perbedaan antara mereka kecuali berdasarkan iman dan
amalnya. Perbedaan pandangan masyarakat mengenai kondisi fisik dan psikis
manusia menunjukkan bahwa setiap individu memiliki keunikan tersendiri.

Kemuliaan seseorang dalam Islam tidak tergantung pada faktor seperti
suku, warna kulit, atau bentuk tubuh, melainkan lebih ditekankan pada akhlak
dan ketakwaan kepada Allah SWT. Islam menegaskan kesetaraan hak dan
kewajiban semua individu di hadapan hukum, masyarakat, dan Allah.?*

4.  Teori Kebijakan Publik
Kebijakan dapat dikelompokkan menjadi kebijakan publik dan kebijakan

privat. Kebijakan publik merupakan tindakan kolektif yang dilakukan dengan

23 Abu Al-Husin Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qusyairy, “Al-Jami al-Shalih al-
Musamma Shahih Muslim,” (Beyrut: Dar al Jil wa Dar al Afa al Jadidah), juz 8, him. 11.

24 Rahmah, “Mad’u: Disabilitas dalam Islam,” Alhadharah: Jurnal llmu Dakwah, Vol. 15
No. 30, Juli-Desember (2016), him. 58-59
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legitimasi pemerintah untuk mendorong, menghambat, melarang, atau
mengatur tindakan individu atau lembaga swasta. Kebijakan publik memiliki
dua karakteristik utama. Pertama, kebijakan ini dibuat atau diproses oleh
lembaga pemerintahan atau sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh
pemerintah (Hogwood and Gunn, 1988). Kedua, kebijakan ini bersifat
memaksa atau memiliki pengaruh terhadap tindakan privat seluruh
masyarakat (publik).?

Istilah Kebijakan Publik (Public Policy) dalam administrasi negara
sangat populer karena mencakup berbagai bidang substantif yang melibatkan
program-program untuk mencapai tujuan, nilai-nilai, dan praktek-praktek
yang terarah dalam praktik sosial. Pada dasarnya, kebijakan merupakan studi
terhadap peraturan atau program yang dirancang untuk mencapai tujuan
tertentu dan selalu terkait dengan upaya penyelesaian masalah.®

Menurut Thomas R Dye (dalam Islamy, 1998:24), Public Policy dapat
didefinisikan sebagai keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak
melakukan suatu tindakan tertentu (whatever government choose to do or not
to do).” Dinyatakan lebih lanjut bahwa kebijakan publik adalah tindakan

intervensi yang berkelanjutan dari pemerintah untuk kepentingan kelompok

% Dody Hermana, dkk, “Kebijakan Publik”, (Garut: Universitas Garut, 2019), hlm. 9.

% 1bid, him. 10.
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yang kurang beruntung dalam masyarakat, bertujuan agar mereka dapat hidup

dan berpartisipasi dalam pembangunan secara menyeluruh.?’

F.  Metode Penelitian
Penelitian merupakan suatu proses analitis ilmiah terhadap sebuah masalah yang
dilakukan secara terorganisir, sistematis, dengan berdasarkan data yang tervalidasi,
bersifat kritikal, serta objektif dan memiliki tujuan untuk menemukan jawaban atas
pemecahan satu atau beberapa masalah yang diteliti. Adapun beberapa hal yang
terkait antara lain seperti yang disebutkan berikut ini:
1. Jenis Penelitian
Dalam penyusunan skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan adalah
penelitian kepustakaan (library research). Library research yaitu suatu
rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan metode pengumpulan data
pustaka, membaca, mencatat, serta mengintisarikan bahan penelitiannya.
Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif
adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan pustaka baik
dengan data primer maupun data sekunder. Terkait hal ini, adalah untuk
mencari data-data yang berkaitan dengan kebijakan terkait pemenuhan
kebutuhan penyandang disabilitas di negara Indonesia dan Malaysia. Kajian

yang dilakukan adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan yang

27 Mubh. Irfan Islamy, “Definisi dan Makna Kebijakan Publik”, Modul 1, diakses di
MODUL 1 (ut.ac.id) pada tgl 6 Desember 2023.
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pada dasarnya bertumpu pada pengkajian kritis juga mendalam terhadap
bahan-bahan pustaka yang signifikan.?

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, yaitu penelitian yang dilakukan
dengan cara mengumpulkan data-data, setelah itu mendeskripsikan,
mengelompokkan, serta menganalisis persoalan yang terkait dengan
permasalahan yang akan diteliti secara lebih dalam dan menyeluruh.
Selanjutnya, penulis mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan
dengan kebijakan terkait pemenuhan kebutuhan penyandang disabilitas di
negara Indonesia dan Malaysia. Setelah semua data terkumpul, penulis
menganalisis data tersebut.?®

3. Pendekatan Penelitian

Jenis pendekatan penelitan yang digunakan dalam penelitian ini oleh penulis
adalah penelitian yuridis-normatif. Penelitian yuridis-normatif yaitu
pendekatan yang dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan
cara mengkaji teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum, dan juga
peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini.
Menguraikan beberapa materi pembahasan secara sistematis dengan melalui

berbagai sumber referensi yang merujuk kepada norma-norma hukum dan

28 Mukti Fajar ND, Yulianto Ahmad, “Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris”,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010). HIm. 153
2 1hid, him. 184
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hierarki yang ada pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan
lembaga negara dan konfrontasi kewenangan lembaga negara.*
4.  Sumber Data
Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber
sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan
bahan hukum tersier.3!
a.  Bahan Primer
Adapun bahan primer yang digunakan dalam penelitian ini meliputi
peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang disabilitas,
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Law of Malaysia
(Persons With Disabilities Act 2008), Undang-Undang (UU) Nomor
20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, UU Nomor 17
Tahun 2023 Tentang Kesehatan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017
tentang Pemilihan Umum, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 52 Tahun
2019 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang
Disabilitas, Education Act 1996, Akta Kesihatan Mental 2001 (Akta
615), Akta Kebajikan Sosial 1961,
b.  Bahan Sekunder
Bahan sekunder adalah bahan hukum yang dipergunakan untuk

penelitian seperti buku, skripsi, dan juga jurnal yang dapat dijadikan

% 1bid, 155

% 1bid, 156
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sebagai alat untuk mendukung penelitian ini. Contohnya yaitu buku
yang berjudul “Universal Human Rights in Theory and Practice”,
karya Jack Donnely, buku “The Routledge Handbook of Sport in Asia”
yang ditulis oleh Fan Hong dan Lu Zhouxiang, dan lainnya.

3. Bahan Tersier

Bahan tersier merupakan bahan yang digunakan sebagai pelengkap,

contohnya kamus.

5. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam dalam penelitian ini yaitu analisis data
kualitatif, menggunakan metode induktif serta deduktif, yang mana setelah
referensi yang signifikan dengan objek kajian terkumpul, serta data-data yang
perlukan telah didapatkan, dengan demikian peneliti akan memulai
mengelompokkan secara sistematis dan rasional, sehingga data yang awalnya
bersifat umum itu disimpulkan dan hendak dijadikan data yang bersifat
khusus, selanjutnya yaitu karya ilmiah yang berjudul: “Kebijakan Pemenuhan
Hak Penyandang Disabilitas (Studi Komparatif Negara Indonesia Dan

Malaysia).”

G. Sistematika Pembahasan

Agar dapat mempermudah pembahasan di dalam penelitian ini serta supaya dapat
dipahami lebih mudah, maka penelitian ini harus tersusun secara sistematis
sehingga dapat menciptakan penelitian yang maksimal. Adapun sistematikanya

yaitu sebagai berikut:
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Bab Pertama, memuat terkait pendahuluan yang meliputi latar belakang,
rumusan masalah, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teori, metode
penelitian, dan terkahir yaitu sistematika pembahasan.

Bab Kedua, memuat terkait penjelasan secara teoritis sebagai landasan
analisis di dalam melakukan penelitian. Di dalam bab ini beberapa teori dan konsep
yang dipaparkan yaitu Teori Hak Asasi Manusia, Teori disabilitas, disabilitas dalam
perspektif fikih disabilitas, dan konsep kebijakan Publik. Beberapa teori dan konsep
tersebut akan digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab rumusan masalah.

Bab Ketiga, memaparkan tentang kebijakan pemenuhan hak disabilitas di
negara Indonesia dan Malaysia dalam perspektif fikih disabilitas.

Bab Keempat, memuat terkait analisis mengenai perbandingan kebijakan
pemenuhan hak disabilitas di negara Indonesia dan Malaysia.

Bab Kelima, yaitu merupakan bab penutup yang memuat kesimpulan, dan
saran atas penulisan skripsi ini, yang mana penulis mengambil poin-poin nya dari

rumusan masalah.



A.

BAB V

PENUTUP

Kesimpulan

Kedua negara telah menunjukkan komitmen yang kuat untuk mengakui
dan melindungi hak-hak penyandang disabilitas, yang tercermin dalam
pengesahan undang-undang dan kebijakan nasional yang bertujuan
untuk meningkatkan kesejahteraan dan inklusivitas penyandang
disabilitas dalam masyarakat.

Indonesia, melalui Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disabilitas, dan Malaysia, melalui Person with
Disability Act 2008, keduanya telah menetapkan kerangka hukum yang
kuat untuk memastikan penyandang disabilitas memiliki akses yang
sama dan setara dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk pendidikan,
kesehatan, pekerjaan, dan partisipasi sosial-politik. Kebijakan-
kebijakan ini dirancang untuk memenuhi kebutuhan khusus
penyandang disabilitas serta menghapuskan hambatan dan diskriminasi
yang menghalangi partisipasi penuh mereka dalam masyarakat.

Pendekatan fikih disabilitas menekankan pentingnya keadilan,
kesetaraan, dan non-diskriminasi dalam perlakuan terhadap
penyandang disabilitas, yang sejalan dengan prinsip-prinsip dasar Islam
tentang martabat manusia dan kesetaraan hak di hadapan Allah.
kebijakan di kedua negara tidak hanya mencerminkan komitmen etis

dan religius terhadap penyandang disabilitas, tetapi juga upaya praktis

116
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untuk mewujudkan inklusivitas sosial yang lebih luas berdasarkan nilai-
nilai keadilan dan kesetaraan.

Komitmen Indonesia dan Malaysia dalam memenuhi hak-hak
penyandang disabilitas melalui pengembangan kebijakan dan regulasi
yang komprehensif. Kedua negara telah mengambil langkah signifikan
untuk meratifikasi konvensi internasional dan mengimplementasikan
undang-undang nasional yang bertujuan untuk melindungi dan
memenuhi hak-hak penyandang disabilitas.

Indonesia dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8
Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Malaysia dengan
Persons with Disabilities Act 2008, keduanya menyediakan kerangka
hukum yang mendukung hak dan kesejahteraan penyandang disabilitas.
Kebijakan-kebijakan ini mencakup aspek pendidikan, kesehatan,
politik, keagamaan, dan ekonomi, menunjukkan pendekatan yang
inklusif dan berbasis hak untuk mendorong partisipasi penuh
penyandang disabilitas dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat.

Dalam bidang pendidikan, kedua negara memiliki program
khusus yang bertujuan untuk mengintegrasikan penyandang disabilitas
ke dalam sistem pendidikan umum serta menyediakan pendidikan
khusus yang disesuaikan dengan kebutuhan mereka. Di bidang
kesehatan, program-program telah dikembangkan untuk meningkatkan
aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan bagi penyandang

disabilitas. Terkait hak politik, inisiatif telah diambil untuk memastikan



118

aksesibilitas dan partisipasi penyandang disabilitas dalam proses
pemilu. Dalam aspek keagamaan, kedua negara menyediakan fasilitas
dan program yang memungkinkan penyandang disabilitas menjalankan
ibadah dan kegiatan keagamaan mereka. Sementara itu, dalam bidang
ekonomi, program pemberdayaan dan dukungan finansial telah
dirancang untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan
ekonomi penyandang disabilitas.

Meskipun kedua negara telah membuat kemajuan yang
signifikan, masih terdapat tantangan dalam implementasi kebijakan dan
program tersebut, termasuk masalah aksesibilitas, pendataan yang
akurat, serta pengurangan stigma dan diskriminasi terhadap
penyandang disabilitas. Dokumen ini menekankan pentingnya terus
memperkuat dan meningkatkan upaya pemenuhan hak-hak penyandang
disabilitas, dengan berfokus pada inklusi, pengakuan kesetaraan, dan
partisipasi penuh penyandang disabilitas dalam semua aspek kehidupan

masyarakat.

B. Saran

1.  Pemerintah Indonesia dan Malaysia perlu terus mengevaluasi dan
memperkuat implementasi kebijakan terkait penyandang disabilitas
untuk memastikan pemenuhan hak-hak mereka secara optimal.

2.  Meningkatan anggaran dan sumber daya yang dialokasikan untuk

mendukung program-program pemenuhan hak penyandang disabilitas,
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terutama di bidang pendidikan, kesehatan, maupun Keagamaan dan
ekonomi.

Melibatkan organisasi penyandang disabilitas secara lebih aktif dalam
proses perumusan, implementasi, dan evaluasi kebijakan agar sesuai
dengan kebutuhan dan aspirasi mereka.

Meningkatkan kampanye publik untuk mengurangi stigma dan
diskriminasi terhadap penyandang disabilitas serta mengedukasi
masyarakat tentang hak-hak mereka.

Memperkuat sistem pendataan penyandang disabilitas yang akurat dan
komprehensif untuk membantu perencanaan dan pemantauan program
yang lebih tepat sasaran.

Pemantauan dan evaluasi berkala atas implementasi kebijakan harus
dilakukan untuk mengidentifikasi kendala dan mengambil langkah-

langkah perbaikan yang diperlukan.
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